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o BUPATI BOMBANA I
'PROVINSI SULAWESI TENGGARA - |

PERATURAN BUPATI BOMBANA
' NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Mengingat

a.

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DES-A

‘ DI KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |

'BUPATI BOMBANA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan . Pasal 18 ayat (1),
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor {1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu
disusun daftar kewenangan bcrdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa. -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagannana
dimaksud dalam huruf a, perlu dltetapkan Peraturan
Bupati tentang Daftar Kewenangan Bt,rdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Bombana. -

Undang-Undang Nomor 29 Tahun,. 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana,‘ ‘Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara: Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, %Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4339);
 Undang-Undang ‘Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pernermtahl Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran' Negara; Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, (I‘ambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4438);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun - 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indones:a Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran "Negara
Republik Indonesia Nomor 5495); S

Undang-Undang .Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Iﬁmbaran Negara Republik
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. Menetapkan :

10.

Indonesia. Tahun 2014 Nomor .’>44 ! Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesm §Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali: dlubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Ta.hun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 ;Tahun ' 2014 tentang
Pemerintahan 'Daerah mcn_]adl Undang—Undang
(Lembaran Ncgara Republik Indonesxa ‘Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik -
Indonesia Nomor 5657), ;

Peraturan  Pemerintah Repubhk 1ndones1a Nomor
47  Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor, 6 :Tahun 2014
tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2015 Nomor 1157; | Tambahan
Lembaran Negara Republik Indone31a Nomor 5717);
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor!|114 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Dcsa,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 ;Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan: Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal: Berskala . Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); -
Peraturan . - Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 {Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib Dan |mekamsrne
Pengambilan Keputusan Musyawa:ah Desa (Berita
Negara Republik Republik Indonesxa Tahun 2015
Nomor 139); I
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana | Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan Kctlga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 :Tahun 2008
tentang Orgamsasx dan Tata Kex]a Perangkat Daerah.
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MEMU’I‘U SKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR ‘KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL USUL :DAN |[KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA DI KA’BUPATEN BOMBANA
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BAB I
KETENTUAN UMUM o ﬁ b
Pasall

‘Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :
Kabupaten adalah Kabupaten Bombana,
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupatcn Bomba_na

Bupati adalah Bupati Bombana;

Desa adalah desa dan desa adat atau yang dlsebut denganl nama lain,

selanjutnya disebut: Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradlslonal yang -
diakui dan dihormati. dalam 51stem pemermtahan Negara Kesatuan

_ Republik Indonesia; .

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pememntahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam 31stem pernermtahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau’ ‘yang dlscbut dengan

: nama lain dibantu perangkat Desa  sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa;

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang dlsebut denganl nama lain
adalah lembaga yang ~melaksanakan fungSL pemenntahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratls

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan . nama lam adalah

. : musyawarah antara Badan Pcrmusyawaratan Desa, Pemermtah Desa,
dan unsur masyarakat yang d1selenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakatl hal yang bersn'at strategls

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

- oleh Kepala Desa setelah dlbahas dan dlsepakau bersama Badan
Permusyawaratan Deésa.

10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang , d1m111k1 Desa mehpuu
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemenntahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasvarakatan Desa,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa lmasyarakat
hak asal usul dan adat istiadat Desa; |

11. Kewcnangan berdasarkan hak asal usul adalah hak 3ang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat; :

12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah’ dgalankan oleh
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul -

: karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa

13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualltas 1h1dup dan

- kehidupan untuk sebesar-besarnya kese_]ahteraan masyarakat Desa.

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya . mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat ‘dengan, mcnmgkatkan
pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan kesadaran,
serta ' memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, . dan pendampingan yang sesuai ; dcngan esenmhl
masalah dan pnontas kebutuhan masyarakat Desa. ; 7/ v
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BABII

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL ; '

Pasal 2

Ruang lingkup kewcnangan berdasarkan hak asal usul Desa mellpun

o ae o

S -

sistem orgamsam perangkat Desa;
sistim organisasi masyarakat adat;-
pembinaan kelembagaan masyarakat;
pembinaan lembaga dan hukum adat;
pengelolaan tanah kas Desa; . ‘
pengelolaan tanah ;Desa atau  tanah hak mlhk Desa
menggunakan sebutan setempat; . I
pengelolaan tanah bengkok; T : . f L
pengelolaan tanah pecatu; o ST P ; .
pengelolaan tanah titisara; dan - - SRR E :[
pcngembangan peran masyarakat Desa. T

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten mengakm menghon'nau dan: melmdungl kewenangan

berdasarkan hak asal usul sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 2

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa mel1put1
. a.

b.

Pihak ketiga sebagannana dlmaksud dalam Pasal 4 hutuf € mehpun

™o a0

| ¥ BABHI N
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA |

Pasal 4

kewenangan yang mengutamakan keglatan pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat; : SR '
kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan keglatan hanya di
dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunya1 dampak mternal
Desa; . : SR

kewenangan yang berkmtan dengan kebutuhan dan kepentmgan sehari-
hari masyarakat Desa; . !

kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, | dan] pemerintah
kabupaten dan plhak ke‘aga yang . telah dlserahkan dan d1ke101a oleh ‘
Desa;dan I
kewenangan- lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan
perundang—undangan tentang ~ pembagian kewenangan; pemerintah,
pemerintah provms: dan pemenntah kabupaten. : '

Pasal 5

individu; o S
organisasi kemasyarakatan ' R
perguruan tinggi; -

lembaga swadaya masyarakat /
lembaga donor; dan

perusahaan. -




Pasal 6

- Kewenangan lokal berskala Desa mehputl R
a. bidang pemerintahan Desa, o - R PO
b. pembangunan Desa;’ o SR

c. kemasyarakatan Desa; dan S oo

d. pemberdayaan masyarakat Desa :

!
P
[
R
P

Pasa.l 7

. Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemermtahan Desa sebagalmana
- dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) antara lain meliputi : AR

' penetapan dan penegasan batas Desa; ot
pengembangan sistem administrasi dan mforma31 Desa, SN !
pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; ; .. . .
pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa S
pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertaman dan sektor
‘non pertanian;
pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja angkatan
kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kcrja, E i
pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekex;]a menurut
lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status peker_]aan . l :
pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; .~ j Cd
penctapan organisasi Pemerintah Desa; o]
pembentukan Badan Permusyaratan Desa; ' |
penctapan perangkat Desa;
penctapan BUM Desa; . : RIS L
penctapan APB Desa; e DR
penctapan peraturan Desa; U }
penctapan kerja sama antar-Desa; Lo
pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau ba1a1 Desa,
pendataan potensi Desa; e
pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa, Lo
penctapan Desa dalam keadaan ‘darurat seperti: ke_;adlan bencana,
konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan ' keamanan, dan
kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; i
pengelolaan arsip Desa; dan : : i
penctapan pos keamanan dan pos ke51ap31agaan lamnya sesua1 dengan
kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa. - R i
pendataan Desa dan penyusunan profil Desa; - SR

. penyelenggaraan musyawarah Desa; - c b oo
penyelenggaraan perencanaan Desa; T
penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemenntahan Desa;
pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; - e

a. pembayaran penghasilan tetap ‘dan tunjangan Kepala Desa dan

perangkat Desa;

bb. operasional pemerintah Desa (perkantoran);

cc. operasional Badan Permusyawaratan Desa; : SR

dd. operasional Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga

ee. pelayanan umum pemermtahan Desa,

f. pemilihan Kepala Desa;

gg. pemilihan anggota Badan Pennusyawaratan Desa, /

oo
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hh. kegiatan lainnya seshai dengan kondisi Desa.

Pasal 8

Kewcnangan lokal berskala Desa bldang pernbangunan Desa Sebagannana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: -

pelayanan dasar Desa;

sarana dan prasarana Desa;

pengembangan ekonomi lokal Desa; dan ‘
pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa

oo

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pelayanan dasarisebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi:’ . ‘
a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: N
layanan gizi untuk balita; g
pemeriksaan ibu hamil; o
pemberian makanan tambahan o
penyuluhan kesehatan; ‘ RS
gerakan hidup bersih dan sehat - ' S
penimbangan bayi; dan R
gerakan sehat untuk lanjut usia. S
insentif kader kesehatan Desa;
insentif tim peduli kesehatan ibu/anak; E

- 10. insentif kelompok kerja posyandu; dan Lo

11. biaya operasional rumah tunggu persalinan Desa. @ ¥
d. pembinaan kegiatan Keluarga berencana (KB) Desa; iy M N
pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 3
pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotlka dan zat adiktif
di Desa; o
g. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini melalul,
1) penyediaan lahan/lokasi; -

WONNNHWN -
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2) pembangunan gedung; : l‘
3) insentif pengelola dan tenaga pendidik; o P !
4) penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan . i
5) penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.. |

h. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya,
dan perpustakaan Desa; dan 3

. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok bela_]ar d1Dcsa

j.  Sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar Iamnya scsua.l dengan

kondisi Desa.

Pasal 10 I

- Kewenangan lokal berskala Desa bidang sarana dan ° prasarana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain mellpuu

a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;' ! |

b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; :

c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; [‘7 ‘
? /
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pembangunan dan pemehharaan jalan lingkunga‘n: .1 pemukiman
masyarakat; - SR
pembangunan dan pemchharaan embung Desa;
pembangunan energi baru dan terbarukan;
pembangunan dan pemeliharaan rumah 1badah
pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;  © = 1 .
pembangunan dan pemeliharaan sanitasi- lmgkungan "
pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa P
pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; L §
pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; = =
pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; @ - o
pembangunan dan pemehharaan faSIhtas penerangan Jalan Desa dan
sarana umum lainnya; : :

pembangunan dan ! pemehharaan serta pengelolaan saluran untuk
budidaya perikanan,’ ‘bendung Desa, dan chek-dam; dan'! |
pengembangan sarana dan prasarana produk31 lamnya sesuax dengan

kondisi Desa

: ﬁ

Pasal 11 T

Kewenangan lokal berskéla Desa bldéhg pengemba:igah ekorio’m‘i lokal Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ antara lain mellputl

b.
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pembangunan dan pcngelolaan pasar Desa dan kios Desa, o
pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan 1kan mdlk Desa;
pengembangan usaha mikro berbasis Desa; . P !
pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; : - |
pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung ¢ dan bagan ikan;
pembangunan dan’ pengelolaan: lumbung pangan dan penetapan
cadangan pangan Desa; , ‘

penctapan komeoditas unggulan pertanian dan penkanan Desa
pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyaklt pcrtanlan
dan penkanan secara terpadu; H

penetapan jenis pupuk dan pakan orgamk untuk pertaman dan
perikanan;

pengembangan bemh lokal;

pengembangan ternak secara kolektif;
pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
pendirian dan pengelolaan BUM Desa; - ' - o
pembangunan dan pengelolaan tarnbatan perahu ]
pengelolaan padang gembala; =~ - B
pengembangan wisata Desa d1 luar rencana . mduk pengembangan
pariwisata kabupaten : : ‘ SR
pengelolaan balai benih ikan; ' : |
pengembangan teknologi tepat guna pcngolahan hasﬂ pcrtaman dan
perikanan; dan - !
pengembangan sistem usaha produks: pertanian yang bertumpu r;da

sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
pengembangan ekonorm lokal lamnya sesua1 dengan kond1s1 Desa

7 /




Pasal 12

Kewenangan lokal berskaia Desa bidang pemanfaataii surhbéfdéya alam dan
lingkungan Desa sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 8 hu.ruf d antara lain -

meliputi: Lo
a. komoditas tambang mmeral bukan 1ogam antara 1am: o i
1) zirkon; : S
-2} kaolin; :
3j zeolit; 1

4) bentonit;
5} silica (pasir kuarsa)
6) kalsit (batu kapur/gamplng), L
7) felspar; dan ;
8) intan - ; '
b. komoditas tambang batuan, antara 1a1n

1) onik; :

2) opal;

3) giok;

4) agat;

S) topas;

6) perlit;

7) toseki;

8) batu sabak; . P
9) marmer; = .
10} granit; | U
11) kalsedon; ° o B
12)  rijang (chertf,‘ o DR

13}  jasper; : L
14) krisopras; " ST A
15) garnet; : ' : PR

16) potensi komoditas tambang batuan lamnya. -
c. pelestarian hngkungan hidup melalui: .
1) penghijauan;
2) pembuatan terasering; _
~ 3) pemeliharaan hutan bakau;
4) perlindungan mata air; , o
5) pembersihan daerah aliran sungal, L AN
6) perlindungan terumbu karang; ' SUR
7} lainnya sesuai kondisi desa. : _
Pengelolaan rumput laut; o ' :
Pengelolaan usaha hutan Desa; ' o
Pengelolaan persampahan Desa; dan :
Pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lmgkungan lainnya
sesuai dengan kond151 Desa. : ‘ '

w® oo

Pasal '13 |

. Kewenangan lokal berskala Desa di bldang kemasyarakatan Desa sebagalrnana

- dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢ meliputi: ¥

a. membina keamanan, keternban dan ketenteraman ‘Wllayah dan
masyarakat Desa; - : ; Vy

b. membina kerukunan warga masyarakat Desa; /
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‘c. memelihara pcrdamalan menangam konﬂlk dan melakukan mediasi di
Desa; dan = : ‘; "

d. melestarikan dan mengcmbangkan gotong royong masyarakatDesa

f f

" Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lam SN
a. pengembangan seni budaya lokal; e
b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fa$i_litq3i ~ lembaga
kemasyarakatan dan lembaga adat; SRR
c. fasilitasi kelompok- kelompok masyarakat melalui: o
1. kelompok tani; - SRR
2. kelompok nelayan;
3. kelompok seni budaya; dan
4. kelompok masyarakat lain di Desa. :
d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir, mlskln ;
e, fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelornpok masyarakat
- miskin, perempuan, masyarakat adat, dan dlfabel g
f. pengorganisasian melalui pembentukan dan: fa8111ta31 paralegal untuk
memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa,
analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; . ' .
penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan h1dup bersxh dan schat;
i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fa31llta31 kader
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 7 .. !l
peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonorm Desa
pendayagunaan teknologi tepat guna; dan -
“peningkatan kapasitas masyarakat melalui: ‘ | ,
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa; D
2. kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), I "
3. kader Bina Keluarga Balita (BKB); : H
4. kader Keluarga Berencana (KB);. .
5. kelompok usaha ekonomi produktlf R
6 ‘ S
7
8
9

1
St
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i
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kelompok perempuan; _ : L
kelompok tani; : S
kelompok masyarakat m1sk1n : Co
. kelompok nelayan, o
10. kelompok pengrajin; '
11. kelompok pemerhati dan perllndungan anak;
12. kelompok pemuda; dan = g
13. kelompok/sanggar belajar (Pusat :Kegiatan Belajar
Masyarakat/PKBM); dan =~ SR .
' 14. kelompok lain sesuai kondisi Desa. - R

BABIV .
TAHAP DAN TATA CARA

' F

(1) Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi olch Pemermtah Desa
menyelenggarakan musyawarah . Desa - untuk memilih’ | kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari
daftar yang telah dltetapkan dengan Peraturan Bupat1 1n1 B - /

, . . 9 /
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(2) Daftar kewenangan Desa yang dipilih pada saat musyawarah Desa
dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oIeh Ketua Badan
permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakxlan
peserta Musyawarah Desa.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dllampm Daftar Hadlr

serta catatan tetap (notulensi}) dan laporan singkat hasil | Musyawarah ‘
Desa yang ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa, sekretaris :
‘Musyawarah Desa, ' Kepala Desa dan salah . seorang wakﬂ peserta

- Musyawarah Desa | Py
(_4) Format Berita Acara sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) tercantum

pada lampiran dan’ merupakan bagian yang ; tldak terplsahkan dan '

Peraturan Bupati ini.

(5} Musyawarah Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 'dukut1 oleh_

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur, masyarakat

- (6) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1p111h sesuai

dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokdl Desa.
(7} Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah _',ems{ kewenangan
~  berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal: berskala Desa lainnya
sesuai dengan prakarsa masyarakat kebutuhan dan kOIldlSl lokal Desa.

BAB V
PUNGUTAN DESA

Pasaj 16

(1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan admmxstram yang
‘diberikan kepada masyarakat Desa.
(2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) mehputl
' a.surat pengantar; :
b. surat rekomendasi;
c. surat keterangan.

- BAB VI St
PENETAPAN KEWENANGAN DESA Co

Pasal 17 1

.-,?i
‘

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala

Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa..

~(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1] rnen_;ad1 dasar bagi
kebijakan, program, dan administrasi = Desa’ dalam bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pernberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII o E -
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN |
: .,: : f .
; Pasal 18 o
(1) Bupatt melakukan pernbmaan dan pengawasan dalam pelaksanaan
kewenangan.
(2) Pelaksanaan pemblnaan dan pengawasan sebagalmana dunaksud pada
ayat (1}, dapat didelegasikan kepada Camat dan Satuan | Kexja Perangkat

Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya i masmg-masmg

]
:’1
3
;j| _
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BAB VIII BRI
KETENTUAN PENUTUP -~ |
Pasal 19 ,

Peraturan Bupat1 ini mula: berlaku pada tanggal dlundang} an i

Agar sehap orang mengetahumya memermtahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah
Bombana. o _ : h

“PARAT KOORDINASI

4

B ZXE [ S
[ T [ H.TAFPIL
Diundangkah'di Run‘ibia S !

~pada tanggal, 4 Oesgmber 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY

' _——-ﬂ . :
|

. -y Dltetapkan di E unﬂ:na
- pada tanggal, o’; Deseméer 2015
A

M ljy IT/SATUAN KERJA| PARAF — nom)m‘
i Mﬂ- AL

Kabupaten




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BQMBANA ST
NOMOR  : TAHUN 2015 . S {f o]
TANGGAL : AGUSTUS 2015 =~ - ' SR

TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK AS_AL USUL

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN BOMBANA

FORMATBERITAACARA i'fg B

KOP PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG '

i
i . ;l'
t

PEMILIHAN KEWENAN GAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN

KEWENAN GAN LOKAL BERSKALA DESA

‘Dalarn rangka pengka_]lan dan pemlhhan Kewenangan Berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa
.......... Kabupaten Bombana maka pada : SR

Han / Tanggal . T

Jam T aeeesen sf/d ...... wita. i:_ o

Tempat Sl vaseesseseesiescesusesaenas ‘§$E i‘g

Kecamatan

Telah mselenggarakan Musyawarah Desa ya.ng dukutl oleh Badan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, . dan: unsur
sebagalmana tercantum dalam lampiran Daftar Hadtr :

adalah :

;masyarakat '

Materi/topik serta yang bertmdak selaku punpman rapat dan narasumber

A. Materi/ topik

Pemilihan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Desa .......ccceuuuee. berdasarkan Peraturan Bupati
Bombana Nomor ... Tahun 2015 tentang  Daftar Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Loka_l Berskala Desa Di

Kabupaten Bombana. Lo < o
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber S C

Pimpinan Rapat | @ .cocciceciiocrcnncennnns
Sekretaris/Notulis  : .....ceeeneene- reeeneeaas
Narasumber ¢ : 1. .ccceeeen eeeeneas
: S

3 e

l
i
i
;I
i
1
|
[
!
i
i
I

-
Setelah dilakukan’ pembahasan dan diskusi terhadap maten/ toplk di atas
maka seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakau beberapa
hal yang berketetapan menjadi keputusan akhlr darx pertemuan /

musyawarah, yaitu : :

Y A4



o AL N AN

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul clan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Desa .......... Kecamatan cereaenens Kabupaten Bombana
adalah sebagai berikut : ' y
A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, mehputx g
. sistem organisasi perangkat Desa; S
. pembinaan kelembagaan masyarakat; " b
. pengelolaan tanah kas Desa; N
. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak m111k Desa yang i
menggunakan sebutan setempat;
. pengelolaan tanah bengkok; . -
pengelolaan tanah pecatu; , : coo
. pengelolaan tanah titisara; dan : AR
h. pengembangan peran masyarakat Desa. f BN
B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi: *) - .
a. bidang pemerintahan Desa, . '
a. pembangunan Desa;
b. kemasyarakatan Desa; dan
c. pemberdayaan masyarakat Desa. ;
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
jawab untuk dlpergunakan sebagaunana mestinya.
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Nama Jelas Nama Jelas | i
. . . o ! . !

i

|

i

Perwakilan Peserta Mﬁsyawarah Desa :

Nama Jelas

. *) Rincian Kewenangan Terpilih

noaa —— -
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